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PERATЩ N BLIPATILANGKAT

NOMOR“ TttIN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN,PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN,SERTA MONITORING DAN
EVALUASIBELANJA HBAH YANG BERSt「 MBER DARIANGGARAN
'PENDAPATAN DAN BELANJA DAEtt KAB■ IPATEN LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BL「PATIぃ潔 GKAT,

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
menegaskan bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan
menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkantata cara
pemberian dan pertanggungj awaban belanj a hibah;

bahwa dalam rang)<a melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20ll tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu ditetapkan
tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi
belanja hibah;

bahwa pemberian hibah harus dilaksanakan secara efektif efisien,
transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan asas
keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, h,ruf c dzrn huruf d, perlu ditetapkan peraturan
Bupati Langkat tentang Tata caruPenganggaran, peraksanaan dan
Penatausahaan, Pertan$gungjawaban dan pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten fanStaU 

I

b.

C.

d.

e.

晰

:   a.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Lrdonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarre Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48a$;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentartg Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahtn 2007 tentmtg Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7B);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Lrdonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor trrOrt 
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Kota Stabat
dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat
dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3323);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik ledonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Lrdonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007
Nomor l2,,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 1); 
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Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tafulr:, 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 3);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATLIRAN BLIPATITENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAttrABAN DAN PELPORAN, SERTA NIONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSuν IBER DARI
ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH
KABUPATEN LANGKAT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

t. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah selaku unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Langkat.

5. Sekretaris Daerah dalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Langkat selaku perangkat daerah
yang melaksanakan pengelolaan APBD.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

1 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai .
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka pen)rusunan APBD f .
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yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lairurya sesuai
dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah
rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Langkat selaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanailn dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran
SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Langkat selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah
atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan unrsan pemerintah daerah.

Naskah Peqanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian
hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah
daerah dengan penerima hibah.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat
warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi,
fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non
pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

lnstansi vertikal adalah instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahanyang
menjadi kewenangan Pemerintah di wilayah Kabupaten Langkat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang
bersumber dari APBD Kabupaten Langkat.

Pasal3

(1) Belanja Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
(2) Belanja Hibah berupa barang dapat berbentuk:

a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan asset
tetap lainnya;

b. hewan dan tumbuhan; dan
c. asset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.

(3) Belanja Hibah berupa jasa dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan,
penelitian dan jasa lainnya. l;
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BAB II

TUJUAN,SASARAN,KRITERIA DAN PERSYARATAN HIBAH

Bagian Pertama

Tujuan Hibah

Pasal 4

(1) Tujuan pemberian hibah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
Pemerintah Daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran, dengan memperhatikan asas

keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan
setiap tahun.

Bagian Kedua
Sasaran Hibah

Pasal 5

(1) Belanja Hibah dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Daerah Lainnya;
c. Perusahaan Daerah;
d. Masyarakat, danlatat
e. Organisasi kemasyarakatan.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

diberikan kepada instansi/ satuan kerja pada Kementerian dan/ atau Lembaga
Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.

(3) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan
dilaksanakan dalam mekanisme APBN dan APBD sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang
diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Belanja Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang
perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, lingkungan
hidup, kepemudaan, pertanian, peternakan, perikanan, pemberdayaan perempuan dan
keolahragaan non profesional.

(7) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi organisasi semi pemerintah,
organisasi non pemerintah, lembaga ketahanan masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat (LSM) dan kelompok masyarakat. 1,.
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Bagian Ketiga
Kriteria Hibah

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanj a urusan waj ib.

Pasal 7

Pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, memenuhi kriteria:
a. peruntukannya telah ditetapkan yang menjadi urusan Daerah, yaitu peningkatan fungsi

pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
b. untuk meiaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Daerah, yaitu peningkatan fungsi

p emerintah an, lay anan das ar umum, dan p emb erd ay aan ap aratur;
c. untuk kegiatan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan

Pemerintah Daerah yang berskala nasional/internasionaVregional;
d. untuk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan

penambahan beban APBD;
e. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggararl, kecuali

ditentukan lain berdasarkah ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. memenuhi persyaratan Penerima Belanja Hibah.

Bagian Keempat
Persyaratan Hibah

Pasal 8

(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:
a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan pelyelenggaraan fungsi

Pemerintah Daerah dan pemerintah Daerah lainnya;
b. penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah

Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi
Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah
dilaksanakan.

(2) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit:a. pengguniun ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dan layanan umum dasar;

b' Penerima Belanja Hibah Daerah berkedudukan sebagai Perusahaan Daerah;c. mempertimbangkan kine{a pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi
Belanja Hibah yang pernah diterima dan/ataa kegiatan sejenis yang telah
dilaksanakan.

(3) Belanja Hibah kepada Masyarakat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:a. memiliki kepengurusan yang jelas;
b. Penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan

Daerah;
c. qempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi

Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah
dilaksanakan. l.
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(4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling

sedikit:
memi五ki kepengurusan yattjelas;

telah terda■ ar pding kurang 3 Ktig→ tttШ,kecudi ditentukan l灘 n berdasarkan

ketcntuan pcraturan perundang― undangan;

berkedudukan ddaln wilayah administrasi pemerlntahan Daerah;

memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; dan
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e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya,

Belanja Hibah yang pemah diterima dan/atat kegiatan sejenis
akumulasi

yang telah

漑

dilaksanakan.

(5)Apabila ddaln Naskah Pcゴ 輌 ian Hibah Daerah dipersyaratkan mtulc menyediakan dana

pcndamping,maka BclanJa Hibah diberikan kepada Penenma BclanJa Hibah yang
bersedia Fnenyediakan dana pendamping:

BAB III

PENGAJUAN DAN EVALUASIPERRIOHONAN HIBAⅡ

Bagian Pertama
Peugajuan Permohonan llibah

Pasal 9

Pemerintah, Pemerintatr Daerah lairurya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi
Kemasyarakatan mengajukan permohonan tertulis belanj a hibah kepada Bupati.
Permohonan terhrlis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan
ditandatangani oleh:
a. Pimpinan/ Ketua/ Kepala atau sebutan lain Instansi/ Satuan Kerja bagi Pemerintah;
b. Kepala Daerahbagi Pemerintah Daerah Lainnya;
c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Perusahaan Daerah; dan
d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan.
Ketentuan mengenai pembubuhan cap dikecualikan bagi permohonan tertulis dari
masyarakat.

Pasal 10

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), paling
sedikit dilengkapi dokumen:
a. proposal, yang paling sedikit memuat:

1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. rincian rencanakegiatan; dan
4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah;

b. surat keterangan tanggung jawab; dan
c. surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabiladiperlukan.
Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain dilengkapi
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melampirkan persyaratan
administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/ fisik dilengkupi d"rrg* dokumen
teknis.
Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
b. Surat pernyataan tanggung jawab;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NpVfp);
d. surat keterangan domisili lembaga dari Desa/I(elurahan setempat;e. Izin oporasionay tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; l.f. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lemb agayar'gkantornya -""v"*u; 
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g. Salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan

sekretaris atau sebutan lain; dan

h. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga danl atau pengurus

belanja hibah.
(4) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan

konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.
(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) huruf a, c, e dan f untuk Belanja Hibah kepada

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan,
pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan

pengelolaannya berup a p arti sipasi swadaya masyarakat.

Pasal 11

(1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (l), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
disampaikan dan diadministrasikan/ dicatat melalui Bagian Umum dan Perlengkapan
Sekretariat Daerah selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui Asisten Administrasi
Umum dan Sekretaris Daerah.

(2) Proposal yang telah diterima oleh Bupati selanjutnya didisposisi kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat untuk dicatat dan

didistribusikan kepada SKPD sesuai bidangnya, yang meliputi:
a. pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat;
b. kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
c. pekerjaan umum bidang jalan, jembatan, pengairan dan gedung dilaksanakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat;
d. perumahan, dilaksanakan oleh Dinas Pekedaan Umum dan Bagian Perekonomian

Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat;
e. perencanaan pembangunan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Langkat;
f. perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat;
g. lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat;
h. kependudukan dan catatan sipil, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Langkat;
j. sosial, keagarnaan/ peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh

Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat;
k. kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Kantor Sosial Kabupaten Langkat;
L ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Langkat;
m. koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal, dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten
Langkat;

n. kebudayaan dan adat istiadat, pariwisata dan kesenian, dilaksanakan oleh Kantor
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat;

o. kepemudaan dan olah raga non profesional, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Langkat;

p. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Kantor Satuan Polisi Pamong
Praj a Kabupaten Langkat;

q. Pemberdayaan masyarakat desa, dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah
Kabupaten Langkat;

r. kearsipan, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokuemntasi
Kabupaten Langkat;

s. komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh,Bagian Humas dan Bagian PDE dan
Santel Sokrotariat Daerah Kabupaten Langkat; [i
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pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat;
perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat;
Perindustrian dan Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
P erdagangan Kabup aten Lan gkat ;

otonomi daerah dan pemerintahan umrun, dilaksanakan oleh Bagian Tata
Pemerintahan S ekretariat Daerah Kabupaten Langkat;
perusahaan daerah dan perekonomian, dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat;

嘔

畷

Bagian Kedua
Evaluasi Permohonan Hibah

Pasal 12

(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (2) melakukan evaluasi keabsahan
dan kelengkapan persyaratan permohonan Belanja Hibah sesuai pedoman yang berlaku.

(2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud padaayat (1) menyampaikan hasil evaluasi Belanja
Hibah berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua TAPD, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I.a Peraturan Bupati ini.

(3) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan
dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I.b Peraturan Bupati ini.

(4) Hasil pertimbangan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai DNC-
PBH untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I.c Peraturan Bupati ini.

(5) Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNCPBH berdasarkan hasil evaluasi
SKPD dan pertimbangan TAPD.

(6) Persetujuan Bupati terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan
Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rancangan
KUA dan PPAS, sebagaimana tercanfum dalam Lampiran I.d Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 13

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RI(:\-PPKD.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKJD.
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaiman:, .iirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi

dasar penganggaran hibah dalam APBD sesLrai peraturan perundang-undangan.

Pasal i4

(1) Hibah berupa uang dial■ ggarkan dalaln kci、 1:1lpol 11.rl輌 a tidよ langsung,jcnis belanJa
hibah,obyek,dan五 ncian obyek beLutta bcrkじ naan pェla PPKD.

(2)Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam k,:‐ 1ヽ口ok bel網ja langsung yang
diforlnulasikan kedalam prograln dan kegittan,yang(: 五kan keddanl jcnis bclanJa
barang dan jasa,obyek bclaゴ a hibah barang dan jasa l icnaan kcpada pihよ ketiga/
masyarakat, dan Hncian obyck belanJa hibah ba凛 18 aねu jasa kcptta pihよ
ketigνmasyarakat berkenaan pada SKPD.
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(4) Nama dan alamat penerima serta besaran belanja hibah dan jenis belanja hibah
dituangkan dalam Penjabaran APBD.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAH AAN

Bagian Pertama
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Pasal 15

(1) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana Pasal 14 ayat (4) dibuat Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA
PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keqa Perangkat Daerah (DPA
SKPD).

(3) Pelaksanaan arlggaranhibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
\*/ (4) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Bagian Kedua
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

\."

Pasal 16

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh
Bupati dan penerima hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan
DPA.

(3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) selaku PPKD membuat
NPHD untuk belanja hibah berupa uang.

(4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran membuat NPHD untuk belanja hibah berupa
barang danjasa.

(5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:

a. pemberi dan penerima hibah;

b. tujuan pemberian hibah;

c. besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;

e. tata carapenyaluran/ penyerahan hibah; dan

f. tata carapelaporan hibah.
(6) Kepala BPKAD dan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

bertanggungj awab atas substansi NPHD.
(7) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari

2 (dua) bermaterai cukup.

(8) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
(9) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan

Bupati ini. I
\
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Bagian Ketiga

Penetapan Daftar Penerima Hibah

Pasal 17

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atart
jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/
penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan
setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung
(LS).

(5) Keputusan Bupati mengenai daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis
barang atau jasa yang akan dihibahkan, tercantum dalam Lampiran III Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keempat
Pencairan Belanja Hibah

Pasal 18

Pencairan/ penyaluran Belanja Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Paragraf I
Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang

Pasal 19

Pencairan belanja hibah didasarkan pada DPA-PPKD dan NPHD.
Pencairan Belanja Hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaral
langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima
Belanja Hibah.

Pasal 20

Penerima Belanja Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan Belanja Hibah
kepada Bupati melalui Kepala BPKAD selaku PPKD, dengan dilengkapi persyaratan
administrasi, meliputi :

a. Belanja Hibah untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari :

1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah, dilengkapi rincian rencana
penggunium Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;
NPHD;
salinan/ fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pimpinan instansi
atau Kepala Daerah Penerima Belanja Hibah;
salinan/ fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/ atau
rekening I(as Umum Daerah lainnya;

5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dat'. 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani
dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi
atau Kepala Daerah;

6. surat pernyataan tanggungjawab.
b. Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri dari:

1. surat permohonan penoairan Bolanja Hibah yang dilengkapi .rincian rencana
penggunffirr Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA; V
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2, NPHD;
3. salinan/ fotocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Perusahaan Daerah

atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;
4. salinan/ fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Perusahaan Daerah

atau Perseroan Penerima Belanja Hibah;
5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani

dan dibubuhi cap Perusahaan Daerah atau Perseroan serta dicantumkan nama
lengkap oleh Direksi atau sebutan lain;

6. surat pernyataan txrggungjawab.
c. Belanja Hibah untuk Masyarakat, terdiri dari:

1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana
penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;

2. NPHD;
3. salinan/ fotocopy KTP atas nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima

Belanja Hibah;
4. salinar/ fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Ketua Kelompok

Masyarakat Penerima Belanj a Hibah;
5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dad. 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani

oleh ketua/ pimpinan atau sebutan lain Ketua Kelompok Masyarakat Penerima
Belanja Hibah dan dibubuhi cap kelompok masyarakat serta dicantumkan nama
lengkap ketua/ pimpinan atau sebutan lain Ketua Kelompok Masyarakat
Penerima Belanj a Hibah;

6. surat pernyataan tanggungjawab,
d. Belanja Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan. terdiri dari:

1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan rincian rencana
penggunaan Belanja Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;

2, NPHD;
3. salinan/ fotocopy KTP atas nama ketua/ pimpinan/ pengurus lembaga/ organisasi

Penerima B elanj a Hib ah;
4. salinan/ fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembagal organisasi;
5. kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dart 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani

ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap lembaga/organisasi
serta dicantumkan nama lengkap ketua/ pimpinan atau sebutan lain ketua/
pimpinan organisasi kemasyarakatan;

6. surat pernyataan tanggungjawab.
e. Format Surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah dan Daftar Rincian Penggunaan

Belanja Hibah sebagaimana Lampiran IV.
f. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Hibah sebagaimana

Lampiran V.
(2) Kepala BPKAD Kabupaten Langkat selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

selanjutnya memerintahkan kepada Bendahara Belanja Hibah untuk membuat Surat
Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

(3) Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan lengkap maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
untuk ditandatangani Kepala BPKAD Kabupaten Langkat selaku ppKD.

(4) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BI;D)
Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

(5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4), dilaks anakan sesuai ketentuan p eraturan p erundang-undangan.

Pasal 21

Penerima Belanja Hibah berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas kqbenaran dan
keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1). 
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Paragraf 2
Penyaluran Belallja IIibah Berupa Barallg atau Jasa

Pasa1 22
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BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama

Pelaporan

Pasal 24

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati
melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 25

(1) Belanja Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Hibah pada PPKD
dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek Belanja Hibah

i pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
\"r' (3) PPKD melakukan pencatatan realisasi Belanja Hibah, untuk selanjutnya dicantumkan

pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggarunberkenaan.
(4) Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada Penerima Belanja

Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan
dalam neraca.

(5) Realisasi Belanja Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi arrggaran dan diungkapkan pada catatan
atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah
Daerah.

Bagian Kedua

Pertanggungiawaban

Pasal 26

Y Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:
a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
C. NPHD;

d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e. SPM/ SP2D dan bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah
terima barang/ jasa atas pemberian hibah berupa barangl jasa.

Pasal2T

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah
yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan friUafr; 
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b. surat pernyataantanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah

digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-

undangan tagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima batangl

jasa bagi penerima hibah berupa barang/ jasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
aisampaltan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran

berikulnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan

dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan'

(5) Format Laporan Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana Lampiran VI

BAB VII

P10NITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

(1) Kepala BPKAD Kabupaten Langkat selaku PPKD dan Kepala SKPD selaku Pengguna

Anggaran melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan,

p ertanggungi awab an dan pelaporan b elanj a hibah.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Langkat'

(3) Inspektorat Kabupaten Langkat melakukan pengawasan terhadap pemberian,

pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima

hibah berkenaan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIⅡAN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

a. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta

monitoring dan evaluasi pemberian hibah mulai tahun anggararl 2012 berpedoman pada

Peraturan Bupati ini.
b. dikecualikan ketentuan Pasal 12 ayat (6) dicantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun

Anggaran2012.
Tahun Anggaran 2012 yang tclah didisposisi

olch PPKD ke SKPD tcrkait sebagaiIIlal■ a
c. permohonan belanja bantuan sosial untuk

oleh Bupati, selanjutnya didistribusikan
dimaksud pada Pasal 1l ayat (2). 
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan

lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatarurya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

問富よ:」liStilat ,ぁ roar ttο 12

Diundangkan
pada tanggal an ′珍12

SEKRETARIS D ATEN,

H.SLIRYA DJ

一し BERITA DAERAI‐ IKAB■IPATEN LANGKAT TAI‐IUN 2012 NOMOR Q/4

JABATA鐵

KAri Lits [iAG T .Huru'1r

SE:(RETAR:S DA=RA‖

ASISTEN A界 湘 uMuM
K■

`ハ

61・ lutt l」 議

、lAF BACiAN卜 I Lllぐしり
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Lampiran I.a
Peraturan Bupati Langkat
Nomor : 04 .Til+torr 2btL
Tanggal = L4 ft$ruari acp

Contoh : Format Surat Pengantar Kepala SKPD kepada Bupati tentang Hasil Evaluasi
Permohonan Belanj a Hibah

KOP SURAT SKPD

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

1 (satu) Berkas
Hasil Evalusi Permohonan
Belanja Hibah TA. 20XX.

…・…・…,・・…Ⅲ…・…・…・…・……20XX

Yth.Buptti Langk激

di―

STABAT

Sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor ...Tahun 2012 Tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausaahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kami telah melakukan Evaluasi
atas permohonan Belanja Hibah dan mempertimbangkan prioritas serta
keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintah

\*- KabuPaten Langkat.

Jumlah Permohonan sebanyak......proposal senilai Rp.. ........dan
berdasarkan hasil evaluasi yang telah disetujui sebanyak proposal senilai
Rp . ....,yangterdiri dari:

じ

No Data Pemohon Rencana
Penggunaan

Jumah
Hibah
yang

dmohon
(Ro)

Jumlah Hibah
yang

Direkomendasikan

Gp)

Kct.

I Pcmohollan
BelallJa

Hibah Daerah
Bcrupa Barang

1

2.dst

Permohonan
Belanja
Hibah Daerah
berupa Jasa

1

2 dst

Jumah

Demikian kami sampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala SKPD

(nama j elas pimpinan/ditandatangani/dicap)

ATILANGKAT
SEKRETARIS DAERAH

ASISメ IEN A〕 M unu回

KA3AS H響 :(じ M

U*LiBBAG 1.furorr

STAF EAGIAN HUKI,I,
NGOGESA SITEPU



Lampiran=.b
peraturan Bupati Langkat

躙 1:ツ 1棚 総
ゝ

:Format Dttar NominatifCalon Penerima BelanJa Hibah.

DAFTAR NONIIINATIF CALON PENERIMA BELANJA HBAH
(DNCP―BH)

HASIL PERTIMBANGAN TAPD
TAHUN ANGGARAN.… …………

一顆

Nama SKPD :

*) coret yang tidak perlu

Stabat,tangga1/bulan/tahun

Sekretaris Dacrah Kabupttcn Langk江

Selaku

Ketua TAPD

(Nama/ NIP)

顆

Jenis Belania Hibah:U,

JABATA翻 き熱 鮮
SEl(RttTARIS RA[RA理 f,o.0t2r4
ASiST厳凝鵠雛 unぃЦ / ri〔]Z〆
KABハGH」 1(彗議 0

`t2IilSUEBAG T.Hurom
７隼 ノ

′

SIAF BASiAN職尊κじメ 改
ι
12_



Lampiran l.c
Peraturan Bupat:Langkat

棚 ::智 酬‖‖電i
Contoh i Fol...at Surat Pengantar Ketua TAPD kepada Bupati tentang Pertinlbangan

Perlnohonan Bel枷 ja Hibah.

KOP SURAT SEKDA

20XX

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

クθ7暉
'α
り,綱g1/bレ/″乃

“
リ

Kepada
Yth.Buptti Langk醸

di―

STABAT
1(Satu)Berkas

Hasil Pertinlbangan

Pcl■■■ohonan Bel鋼 ja Hibah

Tahun Al■ ggaran 20XX

Sesu五 dengtt Pertturan Buptti Langktt Nomor.… Tahun 2012 tentang

Tata Cara Pcnganggaran,Pelaksanaall dan Pcnatausahaan,Pertanggungla、 raban

dan Pelaporan serta Ⅳlonito五 ng dan Evaluasi Belan」 a Hibah yang bersumbcr dari

:                 Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah,serta memperhatikan hasil evaluasi
し l        pcrlllohonan belatta hibah dari SKPD terkdt,kami tclah melakukan pcnclaahan

discsuaikan dengan kcmampuan keuangan daerah dan mempertilnbangkan
p五o五tas pemenuhan belanJa urusan wttib yang ditetapkan dalam peraturan
pcrundang―undangan.Berdasarkan hasil pcnelaahan tcrsebut,kalni melaporkan

bahwa yang melakukan evaluasi pe....ohonan belanJa hibah sebanyak.… ……….

SKPD,dengan jumlah pe111lohOnan sebanyak.… ………………prOposal senilai Rp.

・……………… dall bel・dasarkan hasil penelaahan kami dapat dipe貢 imbangkan
untuk disctttui sebanyak.… …proposal senilal Rp.… …… .… ,yang terdi五 d面 :

No Nalna SKPD Jumlah Proposal Nilai(Rp)

Uang Barane Uang Barang
1

2.

Dst

Junllah

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan Daftar Nominatif
Calon Penerima Belanja Hibah untuk masing-masing SKPD.

Demikian, atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabuptten Langk激

Selaku

Ketua TAPD

(Nama/NIP)

i 葛

ATI LAN‐GKAT
1ゃ 1,7「 1'

i上、二_、1.… .F山堕

∪

―
パ

SEKRETARIS BAERAH

STAF BAS:Ale ntXu"

GOGESA SITEPU
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Lampiran I.d
Peraturan BuPaU Langkat
Nomor : ct4 T+tUt zotr
Tanggal: 14 f&oari e0lu.

Contoh : Format Persetujuan Bupati Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah
(DNCP-BH).

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAI‐ I
(DNCP―BH)

PERSETUJUAN BL「 PATILANGKAT
TAHUN ANGGARAN.… …………

Nanla SICPD :

Stabat, tanggaV bulan/ tahun

BUPATI LANGKAT,

(nama jelas)

x) coret yang tidak perlu

一一熙

Besaran Belanja Hibah (Rp)

J ABAttA縄

sIAF BASIA聾 卜l tir'.メ

SEl(RETARIS BAERAH

AttSTき NA諄獅 uwuぃ

AC封雪}{[:綸

KAS∪ 88A3 T,H。国、

↑
ト



Lampiran II
Peraturan BuPati Langkat
Nomor I OA TAttgd ?nV
Tanggal : 14 Fbr,rari 2.Ott

Contoh : Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah (I'[PHD)

NASIひЛ PE]UANJIAN HIBAH DttEFいH OPttD)

ANTARA
PEIIIERINTAH KABIIPATEN LANGKAT

DENGAN
l)

kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama

Jabatan

NIP

Alamat : J1..........

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA

II.Narna

Jabatan

No.KTP/SIM
Alalnat

Bertindak untuk dan atas nama ........ ..3), selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Bahwa PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan kesepakatan dengan ketentuan
. sebagai berikut :

L',

Tujuan Pemberian Hibah

Pasal l

Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bertujuan untuk mendukung tujuan
pembangunan Pemerintah Kabupaten Langkat terkait dengan urusan pemerintahan...... di
bidang........ dalambentukprogram........ dankegiatan..............

Bentuk dan Besaran/Rincian Hibah

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa uang, barangdm/ ataubarungkepada PIHAK
KEDUA. I.

t

」1.……………………………………………



k.,,

Pasal 3

(1) Hibah diberikan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sejumlah

Rp.............. (.........'..'..............terbilang.'.......'.......'.........""""')

(Z) Hibah diberikan berupa buangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setara dengan nilai

uang sejumlah Rp...........'.'(. ........'...'..'....terbilang.................)

Rincian barang yang dihibahkan berupa :

1. .............. ..... sebanyak ..........unit, dengan nilai Rp.'."

2. .............. ..... sebanyak ".....'.'unit, dengan nilai Rp....'

3. .............. ..... sebanyak '.....'...unit, dengan nilai Rp.".'

4. .............. ..... sebanyak "..."..'unit, dengan nilai Rp.....

5. .............. ..... sebanyak ..........unit, dengan nilai Rp-....

6. ........dst.

(3) Hibah diberikan berupa jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setara dengan nilai
uang sejumlah Rp............(..... ..........terbilang'....'.................)

Rincian j as a yarlg dihibatrkan berupa : 
.

t. .............. ..... sebanyak ..........unit, dengan nilai Rp.....

2. .............. .....sebanyak..........unit,dengannilaiRp.'...

3. .............. ..... sebanyak ..........unit, dengan nilai Rp..............................

4. .............. ..... sebanyak ..........unit, dengan nilai Rp.....

5. .............. ..... sebanyak ..........unit, dengan nilai Rp.....

6. ........dst.

(4) Jumlah uang, barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan
ayat (3) telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan
jumlah yang cukup.

Penggunaan Hibah

Pasal4

PIHAK KEDUA akan menggunakan hibah yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai rencarra

U penggunaan hibah sebagaimana tercantum ialam proposal dan/atauusulan permohonan hibah
yang disampaikan kepada Bupati Langkat.

Hak dan Kewajiban

Pasal 5

(1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :

a. Melakukan pemeriksaan secara berkala/ insidentil dan pemeriksaan final atas
penggunaan hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA.

b. Menghentikan/ membatalkan pemberian hibah pencairan berikutnya fiika pencairan
dilakukan secara bertahap) apabila PIHAK KEDUA tidak menggunakan hibah
sebagaimana tertuang dalam usulan/proposal yang diajukan kepada Bupati Langkat.

c. Menerima laporan penggunaan hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor..... Tahgn .......
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksarraan dan Penatausah*rrr-1.

I



し

∪

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

a. Memberikan/menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sejumlah yang dianggarkan
dalam APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran.... , sebagaimana tersebut dalam
Pasal 3.

b. Memonitor dan mengevaluasi penggunaan hibah oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan
tujuan dan penggunaan hibah.

Pasal6

(1) Hak PiHAK KEDUA adalah :

a. Menerima hibah dari PIHAK PERTAMA sejumlah yang dianggarkan dalam APBD
Kabupaten Langkat Tahun Anggaran.... , sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.

b. Menggunakan hibah yang diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan
penggunaan yang tercantum dalam usulan/proposal yang diajukan kepada Bupati
Langkat.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

a. Membuka diri untuk diperiksa oleh pejabat yang ditugaskan guna melakukan
pemeriksaan secara berkala/ insidentil dan pemeriksaan final atas penggunaan hibah
yang diterima dari PIHAK PERTAMA.

b. Menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor..... Tahun ...... tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

Penyaluran/Penyerahan Hibah

Pasa1 7

PIHAK PERTANIIA menyalurkan/menyerahkan hibah kcpada PШAK KEDUA paling lambat
7(tttulll hari ketta setelah NPHD ditandatangani olch PⅢ AK PERTANIA dan PⅢAKKEDUA.

つ

”

Pasa1 8
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Pelaporan Hibah

Pasal 10

(1) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawban penggunaan hibah yang
diberikan oleh PIHAK PERTAMA

(2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Peraturan Bupati Langkat Nomor.... Tahun.... tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 11

Bukti transfer dari Rekening Kas PIHAK PERTAMA ke Rekening Kas PIHAK KEDUA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Berita Acara serah terima hibah barang
dan/atau jasa yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai alat bukti sah yang wajib dicantumkan
dalam laporan pertanggungj awaban belanj a hibah.

Pasal 12

PIHAK KEDUA menyatakan bersedia diperiksa oleh aparat pemeriksa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kebenaran material atas penggunaan hibah menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Sanksi

Pasal 13

(1) PIHAK KEDUA bersedia menerima sanksi dari PIHAK PERTAMA apabila tidak
menggunakan hibah sesuai dengan tujuan penggunaan hibah dan/ atau melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penutup

Pasal 14

Demikian NPI{D ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA di atas meterai yang cukup, dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur[,
paksaan dari pihak manapun. 

I

つ
４

蜻

PIHAK KEDUA,

ttd dan cap

(di atas meterai cukup)
(Narna Lengkap)

PIHAK PERTAMA,
(abatan)

ttd dan cap

(di atas meterai cukup)
(Nama Lengkap)

NIP.



Catatan :trl-*-nl rntrn nama Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah,
Masyarakat dan/ ata:u Organisasi Kemasyarakatan.

2) Dicantumkan jabatan Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati untuk mewakili
penandatangan NPHD.

3) Dicantumkan selaku yang mewakili/ atas nama Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya,
Perusahaan Daerah, Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

a) Dapat dipilih/coret yang tidak perlu, apakah disalurkan sekaiigus atau secara bertahap.

BttATILANGKAT

| 
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Lampiran III
Peraturan Bupati Langkat
Nomor_: 04 "f4kJil
Tanggal : t4

ル 12

2012

つ

Contoh :Format Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Uang, Barang dan/ atat
Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Langkat,

KOP SURAT BllPATI

KEPUTUSAN BLIPATILANGKAT

NOMOR.……./K/TAHUN

TENTANG

DAFTAR PENERINIIA HIBAH UANG,BARANG DAN/ATAU JASA
YANG BERSLIMBER DARIAPBD KABLIPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN.…

Menimbang

BIIPATI LANGKAT,

bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat
Tahun Anggaran...... yang akan disalurkan/ diserahkan kepada
penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah;

bahwa belanja hibah yang dianggarakan dalam APBD
Kabupaten Langkat tahun Anggaran.... sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah dan telah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
sehubungan dengan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan
Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Uang, Barang
dan atau Jasa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanj a Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran.......... ;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tar^bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tampahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); 

(

Mengingat : 1.

b.

つ
４

3.

4.



υ

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a2l);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a30;

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 terfiang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Kota Stabat
dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat
dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tanlbahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor +SZZ); 

(



鬱

し

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik L:donesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Lrdonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Iadonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentangTata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Lrdonesia Nomor 5202);

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
B aranglJasa Pemerintah;

22.Peruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 20ll (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 450);

24.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan yarLg Menjadi Kewenangan
Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 3);

27. Peratwan Daerah Kabupaten Langkat Nomor.... Tahun... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat
Tahun Anggaran ,....

28. Peraturan Bupati Langkat Nomor....... Tahun ....... tentangTata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Hibah yang bersumber dari. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Oaeiah Kabupaten Langkat. !

l't



PERTAMA

ICEDUA

MEN則TUSKAN:

Daftar Penerima Hibah Uang, Barang danl atau Jasa yang bersumber
dari APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran..

Total Belanja Hibah yang dianggakan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran.......
sejumlah Rp..........,......... (...terbilang....), mencakup :

a. Belanja hibah berupa uffig, sejumlah Rp..................
(........... .................terbilang............................)

b. Belanja hibah berupa barang, sejumlah Rp..,................
(. ............ ..............terbilang.......... .................)

c. Belanja hibah berupa jasa, sejumlah Rp..............
(.. ......... ...............terbilang.......... ...... ..........)

Alokasi hibah berupa uang, barang dan/ atau jasa untuk masing-masing
penerima hibah tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Langkat Tahun Anggaran... 

l.
Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan. I

N

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal....

BLIPATI LANGKAT,

漑
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儘
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Lampiran
Keputusan Bupati Langkat
Nomor :
Tanggal:

DAFTAR PEITERINIIA HIBAH UANG,BARANG DAN/ATAU JASA
YANG BERSUMBER DARI

APBD KAB■IPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN.…

B■IPATI LANGKAT,

l¬

rasueene t.Hurltq

No。 AIamat
JuJah
的 )

Keterangan

2) (4)

IIibahlBerupa Uang
1

2.

3.

4.

5.

dst.

SUB JUⅣlLAH

Ｉ
■ Hibah Berupa Barang
1

2.

3.

4.

5.

dst.

SUB JUⅣILAII

III。

1

つ
ん

3.

4.

5.

dst.

SUB JUⅣ ILAIII漑

9=【RET螺覧鉤

lAr BAEIAN-[!{u',[

―聰

Naima Penerima
IIibah

‐ 1      1   訓団νILAH TOTAL



Lampiran IV.a
peraturan Bupati Langkat

TanggJ:ν 剛露駕維
Contoh :Follllat Surat Pe111lohonan Pencairan dan Rincian Rencanan Penggunaan BelanJa

Hibah.

KOP SURAT PENIIERNTAH/PEⅣ IERINTAH DAERAH/PERUSAHAAN
DAERAH/]MASYARAKAT/ROGANISASI KENIIASYARAKATAN

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

1(Satu)Bcrkas

Pellllohonan Pcncalran

BChtta Hibah TA.20XX

(tempat), (tgl/ bln/ tahun)

Kepada
Yth. Bupati Langkat
c/q. Kepala BPKAD Kab. Langkat

di-
STABAT

③

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Langkat tentang Penjabaran APBD
Tahun......., bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja hibah
berupa uarrg barang*) sebesar. dengan rincian rencana penggunaan
sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan
pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Langkat tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan
terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon

(nama jelas pimpinan/ ditandatangani/ dicap)

linstJB8八6
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Lampiran IV.b
Keputusan Bupati Langkat
Nomor I A4 TAttuN 2OtL
Tanggal ; 1A lf"hrc'an LotL

Contoh : Format Rincian Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

RINCIANT RENCANA PENGGL「NAAN BELANJA HIB朋
BERIIPA UANG/BARANG*)

Nama Penerima :

Pemohon

(nama jelas pimpinan/ ditandatangani/ dicap)

感九BATA綴
磁S獲 l(RttTARIS DAERAH :Lこ

ASiSTEtt Aヨ 欄 umuⅥハ  ノ め⊥量笠_
KムPA6授ビK撃 燎        ′ ι あt'

《ASUBBAS T・ H味oぃ 啜
′
/ヽ

STAF BA6:AN Hサ rt,v

漑
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Lampiran V
Keputusan BuPati Langkat
Nomor I OA TAI-tuD{ )At
Tanggal : t4 [broa.' 1nt

Contoh :Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.

Lambang

い物J7Zα ′θ
“
bαgα/Oζgακisαs,Pθ″おαれの

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAttrAB
PERIIOHONAN BELANJA HBAI‐ I

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Jabatan
Bertindak untuk dan atas nirma
Alamat
NomorKTP
Telepon/HP/Fax
E-mai1
Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan tansparansi dan

\.*' akuntabilitas penggunaan dana belanja Hibah:
1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah

yang diterima.
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah

disetujui.

Demikian pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak
ada unsur paksaan dari pihak manapun.

<nama kota, tanggal, bulan, tahun>

Penerima Belanja Hibah

し <Nama Lengkap/cap>

s二 |`RETA「 1■『〕ムこRAH

ASIRTEヽ ハ摯薇 umum

賊 ぎACド
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Lampiran VI
Keputusan Bupati Langkat
Nomor . 04 rARoil )llL
Tanggal: t4' Pctruari t-Ott_

Contoh : Format Laporan Penggunaan Belanja Hibah.

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Catatan:
Coret yang tidak perlu *)

Laporan Penggunaan

BChゴ a Hiball TA.20XX.

qallna kota,tanggal,bulall,tahunI

Kepada
Yth.PPKD/Kepala SKPD*)

di―

Stabat

Sehubungan dengan Belanja Hibah Tahun 20XX yang telah kami terima
sebesar Rp...........yang perunhrkannya..........- (sebutkan peruntukannya),
berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah. Adapun jumlah
hibah yang kami/ saya terima adalah sebesar Rp. .. .... dan telah
digunakan sebesar Rp.... untuk. <sebutkan rincian
peruntukannya>.

Laporan Penggunaan Belanja Hibah telah disusun sesuai dengan fakta
kej adian dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungj awabkan.

Untuk tujuan tansparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja hibah,
kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan
fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan
terima kasih.

Penerima Belanja Hibah

lnama lengkap>
一玲
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